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PEMBENTUKAN Sekretaris Bersama (Sekber)
Kedaulatan Suara Rakyat yang dibentuk partai-
partai politik non Parlemen, bukan hanya
mengusulkan penghapusan angka ambang batas
parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4

persen saja.

Tetapi, 12 parpol tersebut juga mengusulkan agar
tidak ada verifikasi fakiual bagi parpol yang pernah
menjadi peserta Pemilu 2024. “Untuk partai non
parlemen yang menjadi peserta Pemilu 2024, itu
ada 10 partai, kita meminta cukup dengan verifikasi
administrasi saja. Nggak usah verifikasi faktual,”
usul Wakil Presiden Partai Buruh Agus Supriyadi

Parpol non parlemen usulkan tidak ada verifikasi faktual
Rabu, 01 Oktober 2025
Rakyat Merdeka

Dianggap Sangat Memberatkan

Parpol Non Pariemen Usulkan
Tidak Ada Verifikasi Faktual

Menurut dia, usulan agar partai politik peserta
2024 tidak perlu diverifikasi faktual cukup adil
bagi semua pihak. Selain itu, parpol yang sudah
menjadi peserta pemilu susah teruji dan dinyatakan
lolos pada tahap verifikasi administrasi hingga
faktual

“Pada pemilu laly, kita ikut administrasi, faktual
juga Kita ikut. Waktu itu kalau nggak salah ada 43
partai yang mendaftar, tetapi yang lolos secara
administrasi dan faklual, itu ada 18 parpal,”
sebutnya

Menambahkan, Ketua Badan Pendiri {(Majelis
Rakyat) Partai Buruh, Sonny Pudjisasono

SONNY PUDJISASONO
Ketua Badan Pendiri (Majelis Rakyat) Partai Buruh

Kami Sudah Teruji
Di Pemilu 2024
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Kami mendesak
agar UU Pemilu
segera dibahas.
Jangan ditunda-
tunda lagi. Karena
modus dan
kelakuan parpol
rezim penguasa
parlemen saat ini
menunda-nunda
terus.

PARTAI Buruh dan partai nan
parlemen mengusulkan agar partai
peseria Pemilu 2024 tidak perlu
diverifikasi faktual masuk dalan
endatang?
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PR, Tapi ini per]

Kenapa
faktual |
I

dak perlu verifikasi
a Anda jelaskan?
prvse:

an Sekber partai
Kaml mendesak agar UL P
dimahias, Jangan ditund

segera membahas!

Apa lagi yang menjadi perjuang-
non parlemen?

Kenapa Anda begitu keukeuh
D

mengungkapkan, fokus utama yang akan
dibahas oleh Sekber adalah evaluasi terhadap
UU Pemilu, termasuk soal aturan verifikasi
administrasi dan faktual serta ambang batas
parlemen yang dianggap merugikan parpol non
parlemen,

Selanjutnya, agenda Sekber ke depan tidak
hanya berhenti pada Kajian internal, tetapi juga
melakukan |obi-lobi melalui jalur hukum ke
Mahkamah Konstitusi (MK), serta membangun
komunikasi dengan DPR lewat forum resmi seperti
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)

“Yang pasti kita mengusulkan tidak perlu lagi

verifikasi fakiual bagi parpol peserta Pemilu 2024,"
ujar dia.

Mendengar usulan tersebut, Ketua Komisi
Il DPR. Muhammad Rufginizami Karsayuda
mengatakan akan mendengarkan berbagai usulan
dan masukan dari berbagai pihak, termasuk dari
partai non parlemen. "Usulan tersebut tentu akan
menjadi masukan bagi kami,” katanya.

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana
pandangan Muhammad Rufginizami Karsayuda
dan Sonny Pudjisasono terkait perlu atau tidaknya
verifikasi faktual bagi partai politik non parlemen,
berikut wawancaranya

MUHAMMAD RUFQINIZAMI KARSAYUDA
Anggota Koemisi || DPR

Usulantu, Tentu
Akan Jadi Masukan
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Tentu dalam
pembahasannya
kita lihat. Apakah
keinginan itu
bisa menggeser
sejumlah norma
yang sudah

ada di Undang
Undang Momor
7 tahun 2017
atau tidak.

PARTAI-PARTAI non parlemen

i niuk Sekber. Mercka

meminta supaya di dalam UU

Pemilu parpol peserta Pemilu 2024

tidak diverifikasi faktual. Cukup
i ja?

Belajar dari pengalaman Pemily Apa langkah yang akan dilaku-
sebelumnya, apakah usulan dari  kan Komisi 117
a i

:men bisa diakonodir atau
seperti apa?
K. u

26, RUL
7 sesual
di-publish
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Apakah bisa diakomodic usulan
i Sekber?
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